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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PAs;~d~llTARA
NOMOR 3 TAHUN 2004

ORGANtSASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

I j' ,

Menimbang : a.

(:
)!

r\
bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur j\lomor 19 Tahun 2002
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Penajarn Paser Utara harus ditetapkan kembali dalam bentuk
Peraturan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 68 ayat (1) Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu
dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

2: Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran NI gara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Tahunl999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Ncgara Nornor 3848);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang -
undang Nomor 8 Tahun ,1974. tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890); ,

,I .

4. Undang-undang iNomor 7: Tahun 2002 'tentang Pembentukan Kabupaten
Penajam Paser Wtara dil Propinsi Kalimantan Tirnur (Lembaran Negara
Tahun 200! Nomor 20, T.ambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

5. Peraturan Pernerintah Nornor 8' Tahun f003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara ~r~hun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4262); "

6. Peraturan Pcmerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai Darrah Otonom (Lernbaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 2003 tcntang Wewenang,
Pengangkatan, Pernindahan dan Pemberhentian' Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nornor , 15, Tarnbahan Lembaran Negara
Nomor 4263); , Of

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pernerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 70);

i :1 .

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAI' .
, 1

I.
. r .

BUPATl f'ENAJA'I,Yl,PASERUTfARA ,
I ', I

:,./

Mengingat



Mcnetapkan

, -

2

9. Kcputusan bcrsarna Mcntcri Pcrduyagunaan Aparat ur Ncgurn dan Mcntr i
Dalarn Ncgcri Nomor : OI/SK13/M.PAN/V/2003 dan Nomor 17 Tahun 200]
Tentang Petunj-ik Pelaksanaan Peraturan Pcmcrintah Nomor 08 Tahun 2003
Tentang Pedornan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pernerintah
Nomor 09 Tahun 2003 Tcntang Wcwcnang Pcngangkatan, Pcrnindahan dan
Pcrnbcrhcntian Pegawai Negeri Sipil;

10. Keputusan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tcntang Tata Cara
Konsultasi Pcngangkatan dan Pembcrhcntian Sckrctaris Dacrah Propinsi,
Sekretaris Daerah KabupateniKota serta Pejabat Struktural Eselon II di
Lingkungan Pemerintah Kabupajen/Kota;

I 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44407 Tahun 2003 tenting
Pengesahan Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pcngesahan Pcngangkatan
Bupati Penajarn Paser Utara Propinsi Kalimantan Tirnur:

12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Pcmbentukan, Organisasi dan Tata Kcrja Sckrctariat Dacrah Kabupatcn
Penajam Pascr Utara. " I '

13. Peraturan Daerah Kabupaten' PcnajfUTl Passer Utara Nomor t Tahun 2003
Tentang Penerbitan Lembaran Da~rah .Kabupaten Penajam Paser Utara
(Lembaran Daerah Tahun ~003 Nbmor it, Tambahan Lembaran daerah
Nomor 1 ); I 'I ,

14. Perda Kabupaten Penajam Paser Utara ,Nomor 1 Tahun 2Q04 tcntang
Kewenangan KabupatenjPenajam r~,ri' Utara. (Lcmbaran Dacrah Tahun
2004 Nomor 1, TambahanLembarah da-Hah Nomor 1)
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Deugau Persetujuan I
DEWAN PERW AKILAN: RAKYA T DAERA\H

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA;:

MEMUTUSKAN :

PERATlJRAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BA.B I
KETENTUAN UMUM

Pasall
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Penajarn Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Penajarn Pascr Utara,
3. Bupati adalah Bupati Penajarn Paser Utara
4. Perangkat Daerah adaJahPerangkat Daerah Kabupaten Pcnajam Paser

Utara. i II .i . ~' .
5. Sekretariat Daerah adalah ;Sekret~nat Daerah Kabupaten Penajarn Paser

Ut ': I ;,: ,ara. I;,!\ ,',: ,.
6. Sekretaris Daerah adalahEekretaris Daerah Kabupaten Penajarn Paser

Utara. :., ; i ! .: '

7. Asis.ten adal~hAsi,~ten Se~etarisiDa~ral'\ Kabupaten Penajarn P~r Utara.
8. .Bagian adalan Bagian ~~d~ ~ekr~fanat Daerah Kabupaten Penajam Paser

Utara. I' ! I . i

9. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pcgawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pclaksanaan It\gasnya didasarkan pada
kcahlian danlatau keterampilan tertcntu serta bedfat mandiri., !
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BAB II
PEMBENTUKAN

Pasa12

Dcngan Peraturan Daerah rru dibcntuk Sekretariat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara.

BAB HI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Bagian pcrtarna
Kedudukan, 'Tug~s Pokok dan Fungsi

~ ~ :i I . ,i

" I I II :il!l/I '1":1 ./
Paragraf 1
Ked:udu!{.an

PasahJ

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pcmcrintah Daerah yang bcrada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

(2) Sckretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sckretaris Daerah yang diangkat
olch Bupati atas persctujuan pimp inan DPRD dari Pegawai Ncgeri Sipil
yang memenuhi syarat.

Paragr.af2
Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas mcmbantu Bupati dalam melaksanakan
tugas pokok penyelcnggaraan pemerintahan, adrninistrasi, organisasi scrta
memberikan pelayanan administratifkcpada seluruh Perangkat Daerah.

Paragraf3
Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini
mernpunyai fungsi : I .
a. Koordinasi staf terhadap segalakegiatan yang dilakukan olch Perangkat

Dacrah dalam rangka menyclenggarakan adrninistrasi pernerintahan;
b. Pernbinaan pemerintahan dalam arb mengurnpulkan dan menganalisa

data, merumuskan program ~an i: petunjuk teknis serta memantau
perkembangan penyelenggaraan ]Jerk!ri'ntahan;

c. Pernbinaan pelaksanaan pernbangunari dalam arti rncngumpulkarr dan
. I

menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta
memantau perkembangan i)cnyclcnggaraah pcmbangurian dan
perekonornian; I \

d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mcngumpulkan dan mcnganalisa
data, merumuskan program dan pctunjuk teknis scrta mcmantau
perkernbangan penyelcnggaraan pernbinaan kcmasyarakatan;

e. Pembinaan adrninistrasi, organisasi dan tat a laksana serta memberikan
pelayanan teknis adrninistratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
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hukurn yang mcnyangkut tugas pokok Pcucr intahau Dacrah dun
mclakukan penyusunan anggaran;

g. Pcngclolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana
Pemerintahan Daerah..

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

! Bagia~ Kcdua
S!usunan,iOrganisasi

:: P~,sal,16

(I) Susunan Organisai Sekret'ariat Dacrah!:Kabupatenii terdiri dari 2 (dua)
Asisten dan 8 (delapan) Bagian : ' . i ; j
a. Asisten Pernerintahan, Ekonorni dan Pcrnbangunan (Asistcn I) tcrdiri

atas: , ,
I. Bagian Pemerintahan terdiri atas

a) Sub Bagian Perangkat Daerah Bawahan dan Dcsa.
b) Sub Bagian Kesbang dan Linmas.
c) Sub Bagian Ketataprajaan.

2. Bagian Hukurn dan Kesra terdiri atas:
a) Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum.
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat

3. Bagian Ekonomi terdiri atas:
a) Sub Bagian Pengendalian SDA
b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian
c) Sub Bagian Pengendalian Pcrtanian

4. Bagian Pembangunan
a) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Fisik.
b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Non Fisik.

l

b. Asisten Administrasi dan Aparatur ( Asistcn II ) tcrdiri atas:
I. Bagian Keuangan tcrdiri atas:

a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
b) Sub Bagian Perbendaharaan.
c) Sub Bagian Akuntansi dan Pclaporan

2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas:
a) Sub Bagian Kelcmbagaan dan Analisa Jabatan
b) Sub Bagian Pengcmbangan dan Diklat Pegawai
c) Sub Bagian Mutasi dan UhlUm !

3. Bagian Humas dan Protokol te;'diri atas:
a) Sub Bagian Inforrnasi dan Pcmberitaan.
b) Sub Bagian Keprotokolan.. : .;' '

c) Sub Bagian Data dan Dokumentasi
. I . i I : I! i

4. Bagian Umum: dan Perlengkapan terdiri atas:
a) Sub Bagian Perlengkapan.dan Rumah Tangga
b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
d) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Daerah

c. Kelompok jabatan Fungsionai
-\... i

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
lamp iran PE raturan Daerah ini.

sebagaimana tercantum dalam
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Ir~sa;'~
( I) J\sistcn adalah 'unsur star pclaymilan adtninistrusi dularn pcnyclcngguruan

Pcrangkat Dacrah.

(2) Asistcn scbagairnana dirnaksud pada ayat (I) pasal ini dipimpin olch
seorang Asisten yang dalam pelaksanaan tugasnya bcrada di bawah dan
bcrtanggung jawab kcpada Sckrctaris Dacrah.

Bagian Kctiga

Asisten Pcmcrintahan, Ekonomi dan Pcmbangunan

Pasal 8

Asistcn Pcrncrintahan, Ekonomi dan Pcrnbangunan rncrnpunyai tugas
melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umurn
dan desa, pclaksanaan pemilihan umurn serta mengkoordinasikan perumusan
pcrundang-undangan dan pcIaksanaan Pcngcndalian Pcrckonornian,
Pcmbangunan clan Perlindungan masyarakat.

Pasa! 9

Untuk menyclenggarakan tugas scbagairnana dirnaksud pad a pasal 7, J\sistcn
Pemerintahan., Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Fungsi :
a. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pernerintahan urnurn;
b. Penyusunan bahan kebijaksanaan dan koordinasi perumusan Peraturan

Perundang-undangan dan Kcsejahteraan Masyarakat;
c. Perumusan bahan kebijaksanaan pcnyusunan program dan petunjuk

teknis serta memantau penyelenggaraan perncrintahan umum dan
pelaksanaan pemilihan umum;

d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program perckonornian dan
pembangunan; .

c. Mengkoordinasikan penyusunan prb'gram dan pctunjuk tcknis dibidang
Agarna, Pcndidikan dan Kcbudayaanscrta Kcpcrnudaan;

f. Mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan olch Sckrctaris Dacrah scsuai
dengan tugas fungsinya.

Pasal 10

(I) Asistcn Perncrintahan, Ekonorni dan Pcrnbangunan (Asistcn I) tcrdiri
dari:

a. Bagian Pemerintahan
b. Bagian Hukum dan Kesra
c. Bagian Ekonorni
d. Bagian Pembangunan

(2) Bagian-bagian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipirnpin
oleh Seorang Kepala yang dalarn rnelaksanakan tugasnya bcrada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Asistcn Pcrnerintahan Ekonomi
dan Pembangunan ( Asisten I),

Pasa! 11

Bagian Pcrnerintahan, mcmpunyai tugas mcnyiapkan pcmbinaan
pcnyelcnggaraan Pernerintahan Umum, Kctataprajaan, Pcrangkat Daerah
Bawahan dan Desa, Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Perlindungan
Masyarakat.
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I

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada pasal 10.
Bagian Pcrnerintahan mcrnpunyai fungsi :
a. Mengumpulkan bahan pcmbinaan koordinasi dalarn pclak sanaan

Pcmcrintahan Umum, Ketataprajaan. Pcnyclcnggaraan Pcrnilihan Umum
scrta Pcrlindungan Masyarakat;

b. Mcngumpulkan bahan dan rncnganalisa data scrta rncmbcr ikan
pertimbangan dalam rangka Pcmbinaan Pcrangkat bawahan dan dcsa;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan o leh Asistcn I.

:f,

6 .,

• ! , ,
i ,

Pasal JI2

Pasal 13

( I) Bagian Pemerintahan tcrdiri dari :
a. Sub Bagian Perangkat Daerah Bawahan dan Dcsa
b. Sub Bagian Kesbang dan Linmas
c. Sub Bagian Kctataprajaan

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksuc' pada ayat () pasaI ini
dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam mclaksanakan
tugasnya bcrada di bawah dan bcrtanggung jawab kcpada Kcpala Bagian
Pcrncrintahan.

Pasal 1·.

(I) Sub Bagian Perangkat Daerah Bawahan dan Desa mempunyai tugas
mcngumpulkan dan rncngolah -bahan scrta pctunjuk tcknis pcmbinaan
pcrangkat daerah bawahan dan Dcsa.

(2) Sub Bagian Kesbang clan Linmas mcrnpunyai tugas mcngumpuIkan dan
rnengolah bahan serta petunjuk teknis daIam pembinaan penyelenggaraan
Perrnilihan Umumd dan Perlindungan Masyarakat. '

(3) Sub Bagia~, Ketataprajaan mernpunyai tuga~l: mengumpulkan bahan,
pcnyusunan pcdornan dan pctunjuk teknis pcmbinaan pcnycJengaraan
pernerintahan, kctcntraman da'n ketcrtiban *mum scrta mcnyiapkan
bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahanDacrah.

,
Pa'sal15

I

,-

Bagian Hukum dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan
dan mcngkoordinasikan pcrumusan peraturan pcrundang-undangan, tclaahan
Hukum. me mberikan bantuan ll-lukum dan hak asasi manusia,
mempublikasikan dan mendokumcntasikan produk hukum serta
melaksanakan pernbinaan kesejahteraan kernasyaral.atan.

Pasal 16
.,

Untuk mcnycienggarakan tugas dimaksud pada pasal ) 5. Bagian Ilukum dan
Kescjahteraan rakyat mernpunyai fungsi:
a. Mengkoordinasikan perumusan Pcraturan Daerah dan Kcputusan Bupati;
b. Mcnclaah dan mcngcvaluasi pclaksanaan Pcraturan Pcrundang-undangan

dan menyiapkan bahan rancangan Pcraturan Dacrah Kabupatcn:
c. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan 'lllkum pada scmua unsur

pcrnerintah Daerah Kabupatcn atas rnasalah hukurn yang timbul dalam
pclaksanaan tugas; -\,'

d. Menghirnpun pcraturan perundang-undangan. rnelakukan publikasi
produx hukum dan dokumentasi hukum;

c. Menyusun program dan petunjuk teknis pernbinaan pernbcrian bantuan
dan pelayanan sosial kernasyarakatan;
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I. Mcngkoordinasikun pcnyusunun program clan :pcIlInjllk tck nix dihidilll~
kcagarnuar., pcndidikan dan kcbudayaan scrta kcpcmudaun;

g. Mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan olch Asistcn I.

,-

Pasal 17

(1) Bagian llukum dan Kcscjahtcraan Rakyat tcrdiri dar i :
a. Sub Bagian Pcraturan Pcrundang-undangan dan Dokumcntasi IIukum
b. Sub Bagian Bantuan lIukum dan llAM
c. Sub Bagian Kcscjahteraap Rakyat

(2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) pasal ini
dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian yang dalam mc\aksanakan
tugasnya bcrada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Hukurn.

Pasal 18

(1) Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokurncntasi Ilukum mempunyai
tugas . mcngkoordinasikan pcrumusan rancangan pcraturan pcrundang-
undangan, menelaah dan mengevaluasi pclaksanaannya,
rncndokumcntasikan dan mempublikasikan produk-produk hukurn.

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas menyiapkan
bahan pertimbangan dan melakukan bantuan hukum kcpada unsur
Pemerintah Daerah dan memb~rikan perlindungan hukum serta Hak
Asasi Manusia (HAM).; ~.

(3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mernpunyai tugas mcnyiapkan bahan
di bidang Kesejahteraan .Rakyat dan Surnber Daya Manusia

Pasal 19

Bagian Ekonorrii mempunyaitugas melaksanakan pcnyusunan pedoman dan
pctunjuk tcknis pcngendalian sumbcr daya alam scrta sarana dan prasarana
perckonornian.

Pasal 20

Untuk rncnycicnggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18,
Bagian Ekonorni mempunyai fungsi :
a. Mclaksanakan penyusunan program dan pctunjuk teknis pembinaan

pcngcndalian sumber daya alam;
b. Mclaksanakan pcnyusunan pcdornan dan pctunjuk tcknis pcrnbinaan di

bidang pcningkatan produksi pcrtanian. industri, pcrtambangan dan
cncrgi, perusahaan dan pcrbankan dacrah:

c. Mclaksanakan penyusunan program dan petunjuk tcknis pcningkatan
saran a dan prasarana perekonomian:

d. Mclaksanakan tugas lain yang diberikan o leh Asisten I.

Pasal 21

(I) Bagian Ekonomi tcrdiri atas :
a. Sub Bagian Pengendalian Sumbcr Daya Alain
b. Sub Bagian Pengendalian Sarana dan Prasarana Perckonomian
c. Sub Bagian Pengendalian Pertanian

(2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini
dipimpin oleh seorang ~.epala Sub Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bcrtanggung jawab kcpada Kcpala Bagian
Ekonomi.·· . .



Pasal22

(1) Sub Bagian Pcngcndalian Surnbcr Day a Al.un mcmpunyai tLlgas

mcngurnpulkan bahan, pcnyusunan pcdornan dan pctunjuk tcknis
pcrnbinaan di bidang sumber daya alamo

(2) Sub Bagian Pcngcndalian Saruna dan Prasarana Pcrckonomian
mernpuyai tugas mengumpulkan bahan, penyusunan pedornan dan
pctunjuk tcknis pcmbinaan di bidang produksi, industri. pcrtambangan
dan cnergi, pariwisata, transportasi. kopcrasi, pcrusahaan dan Pcrbankan
Dacrah,

(3) Sub Bagian Pengendalian Pertanian mempunyai tugas mcngurnpulkan
bahan, pcnyusunan pcdornan dan pctunjuk tcknis pcmbinaan di bidang
pcningkatan produksi pertanian.

Pasal 23

Bagian pcmbangunan mernpunyai tl\gas mc!aksanakan penyusunan pedornan
dan pctunjuk tcknis pcngendalian pcrnbangunan.

i '
! ii '

Pasal '24
, I !

Untuk mcnyeleriggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada pasal 22,
Bagian Pcmban~unan merrip~nyai f~ng~l:, .
a. Melaksanakan penyu~urpn pr9gra~: dan ps~unJuk tcknis di bidang

pcngcndalian pembangurian fisik; 1''-, ;
b. Melaksanakan pcnyusunan prograrr; i dan petunjuk tcknis di bidang,

pcngcndalian pernbangunan noh Iisik;
c. Melaksanakan tugas lain yang dibcrikan oleh Asistcn I.

Pasal 25

(l)Bagian Pernbangunan terdiri atas :
a. Sub Bagian Pengcndalian Pcrnbangunan Fisik
b. Sub Bagian Pengenda!ian Pcrnbangunan Non Fisik

(1) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal in i
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalarn melaksanak an
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kcpada Kepala Bagian
Pembangunan.

Pasal 26

(1) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Fisik mempunyai tugas
mengumpulkan bahan, penyusunan pedoman dan pctunjuk teknis
pernbinaan di bidang pengendalian pernbangunan fisiko

(2) Sub Bagian Pengendalian Pernbangunan Non Fisik mcmpunyai tugas
rnengumpulkan bahan, Pennyusunan pedornan dan petunjuk teknis
pembinaan dibidang pengendalian Pcrnbangunan non isik.

, Bagian Kcempat

Asisten Admimstrasi dan Aparatur
!

Pasal27
; • I •

Asisten Administrasi dan Aparatur(Asisten II) mempunyai tugas me!akukan
pcmbinaan pcnyclenggaraan admirristrasilorganisasi Perangkat Daerah dan
menyusun pedornan sertal petunjuk' te~6is pembinaan di bidang organisasi
dan kepegawaian, kcuanganjumumidanjhubungan"masyarakat.I: 1 . H :'{

!' I :,
t :!



Pasal30

u.

b.

c.

d.

c.

.. r

Pasal2H

Untuk menyclenggarakan tugas sebagairnana dirnaksud pada pasal 27.
Asisten Administrasi dan Aparatur rncrnpunyai fungsi :

Merurnuskan bahan kebijaksanaan tcknis di bidang orgarusasi dan
kclcrnhagaan perangkat daerah;
Melaksanakan koordinasi pcnyusunan progr:lm dan pctunjuk tcknis
pcmbinaan kcpcgawaian scrta pcndidikan dan latihan;
Mclaksanakan koordinasi » pcnYllslIllall prograJll nllggnmll dun
pcngclolaan cadministrasi kcuangan:
Melaksanakan urusan rurnah tangga, kctatausahaan. kearsipan,
perlengkapan 'serta sandi dan telekornunikasi:
Mclaksanakan hubungan kcrnasyarakatan, hubungan antar lcmbaga dan
kcprotokolan;
Mclaksanaxan tugas lain yang dibcrikan olch Sckrctaris Dacrah scsuai
dcngan tugas dan fungsinya. . '

, I,"': I' ,
,(, ':! I' P~sal'~r I

(I) Asisten AdmiPist~asi d~n AparatLlr t~:r~iri atas : ;:
. ,. I • . I" '.1 ~ .a. Bagmn h..cuangan " I I", '

b. Bagian Orgariis~i dari Kcpchw~\~n
c. Bagian Hurnas dan Protokol : "
d. Bagian Umum '

(2) Bagian-bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini dipimpin
oleh scorang Kopala Bagian yang dalarn mclaksanakan tugasnya bcrada
di bawah clan bcrtanggung jawab kcpada Asistcn Adrninistrasi dan
Aparatur (Asistcn II). '

Bagian Kcuangan mempunyai tugas mclaksanakan dan mcngkoordinasikan
pcnyusunan program Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah (APBD).
rncngelo la scrta mcmbina administrasi kcuangan

Pasal31

Untuk mcnyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada pasal 30,
Bagian Keuangan mempunyai fungsj :
a. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pcrhitungan APBD:
b. Mclaksanakan adrninistrasi dan pcmbukuan kcuangan dacrah:
c. Menguji kebenaran Penagihan dan penerbitan Surat Perintah Mernbayar

Uang (SPMU), mengadakan .pcmcriksaan !(cuangan dan membina
perbcrrdaharawan;

d. Mcngurnpulkan bahan pcnyusunan pcdoman dan pctunjuk tcknis
pembinaan adrninistrasi keuangan;

c. Menyiapkan pahan pe;n'ctapan pcjabat pcngclola kcuangan dacrah;
f Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asistcn II.

Pasal'32

(I) Bagian Keuangan tcrdiri ~ari :! 'i:.j
a. Sub Bagian PerenHnaan da~IAngg(Jpn
b. Sub Bagian Perbendaaarawan ",
c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelapojan

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagairnana dimaksud pada ayat (I) pasal irn
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam meIaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kcpada Kcpala Bagian
Keuangan.

, ,
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Pa~al 33!

(I) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mcmpunyai tugas. mcyiapkan
bahan pcnctapan pcjabat pcngclola ktuangan dacrah, mcnyusun rcncana
APnD. Nolai Kcuangan yang ukun !.tfisampaikilll kcpuda IWRD scrtn

H'· ,
mcmbuat petunjuk pclaksariaannya. , ; . I

(2) Sub Bagian PerbendaHaraan mcrnpunyai tugas mcnyiapkan bahan dan
pctunjuk tcknis adrninistraxi kcuungan. kctcntunn d i bidan/,: kcunngnn,

mcncrbitkan Surat Pcrintah Pcnagihan/Pcncr imann. Sural Pcrintuh
Mcmbayar Uang (SPMU) serta mcnguji kcbcnaran pcnagihan.

(3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mernpunyai tugas pcnatausahaan
kcuangan dan akuntansi keuangan dacrah, pcnyusunan pcrhitungan
anggaran pendapatan, pcrtjmggungjawaban kcuangan dacrah.
mcmeriksalmeneliti terhadap rcalisasi anggaran belanja scrta pclaksanaan
penerirnaan dan pengeluaran.

\ Pasal34

Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan pedoman dan petunjuk tcknis pcmbinaan pcnataan organisasi
dan kelernbagaan perangkat daerah serta melaksanakan pengelo!aan
administrasi kepegawaian, pengembangan dan kedik!atan pegawai.

Pasal35

Untuk menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasa! 34,
J3agian Organisasi clan Kepcgawaian mcmpunyai fungsi :
a. Melaksanakan penyusunan program dan pctunjuk teknis pembinaan

organisasi dan kelembagaan, ketatalaksanaan clan analisa formasi jabatan
serta pendayagunaan aparatur;

b. Mclaksanakan pcnyusunan program dan pctunjuk tcknis pcnge!olaan
adrninistrasi kcpcgawaian, mutasi dan pcngembangan kcpcgawaian serta
kediklatan: .

c. Mcngurnpulkan dan mempcrsiapkan bahan ujian penerimaan pegawai
dan pcrnbcrian pcnghargaan scrta tanda jasa;

d. Mengumpulkan bahan . dan mcngolah data serta mempcrsiapkan
peraturan perundang-undangan di bidang kcpcgawaian:

. ,! I! I .1
e .. Mclaksanakan tugas lain yang ;dib~ti~an oleh AsistcnII sesuai dengan

tugas dan fungsinya. : ,; i :11::· '
i ,i I, I f
. i f Pasar46! ~!

(I) Bagian Organisasi danKepcgawaian terdiri ata~ :
a. Sub Bagian Kclcmbagaan dan Analisis Jabatan
b. Sub Bagian Pengembangan dan Diklat Pegawai
c. Sub Bagian Mutasi dan Umutn ' t

(2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) pasa! un
dipimpin olch scorang Kcpa!a :Sub Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kcpada Kcpa!a Bagian
Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal37

(I) Sub Bagian Kclcmbagaan dan Analisis Jabatan mcrnpunyai .tugas
melaksanakan pcnyusunan, mcnata organisasi dan kclembagaan
perangkat daerah melalui analisa formasi jabatan.

(2) Sub Bagian Pengembangan dan Diklat Pegawai mcmpunyai tugas~..~ .
melaksanakan penyusunan pedornan pengcmbangan karir pegawai,
pemberian penghargaan dan tanda jasa, penyelcnggaraan peningkatan
sumber daya pegawai, pendidikan dan pelatihan, pengajaran dan
pclaksanaan pcnjcnjangan, ujian dinas serta mclaksanakan Latihan Pra
Jabatan.



II '

• (3) Sub Bagian Mutasi dan Umum mcmpunyai tugas mcngclola adrninistrasi
rnutasi. kcnaikan pangkat, gaji bcrkala. \uti, mcnyusun Iormasi
pcngangkatan dan pcmbcrhcntian dalarn jabatan, mcngumpulkan bahan
pcrnbinaan kcdudukan hukurn, mcnghirnpun pcraturan pcrundang-
undangan kcpegawaian dan pcnyclcsaian adrninistrasi pcrnbcrian
hukurnan disiplin.

Pasal38

Bagian Ilumas mcmpunyai tugas mcnyusun, mclaksanakan program dan
pctunjuk tcknis pembinaan hubungan dan pcncrangan kcmasyarakatan scrta
pelaksanaan kegiatan kcprotokolan .

Pasal 39

Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 38,
Bagian Humas mernpunyai fungsi mcngkoordinasikan, mcnganalisa data,
rnernberikan pertimbangan dan mcnyusun program dalam rangka
pclaksanaan hubungan antara Pemerintah Dacrah dan masyarakat scrta
pernbinaan kcrja sarna pemberitaan.

Pasal 40

(J) Bagian H Ulnas dan Protokol terdiri atas :
a. Sub Bagian Informasi dan Pcmbcritaan:
b. Sub Bagian Keprotokolan; ,
c. Sub Bagi~n Data dan Dokurncntasi :

(2) Sub Bagian ..dub bagian sebagaimana dirnaksud pada ayat (J) pasal ini
dipimpin olch seorang Kcpala Sub Bagian yang dalarn mclaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bcrtanggung jawab kcpada Kepala Bagian
Hurnas dan Protokol.

Pasal 41

(I) Sub Bagian Informasi dan Pernbcritaan rnernpunyai tugas
mengumpulkan, menganalisa iriformasi untuk bahan kebijakan Bupati
serta rnelakukan perekaman, penyajian data dan pameran.

(2) Sub Bagian Kcprotokolan mempunyai togas meJakukan urusan
keprotokolan. I I

(3) Sub Bagian Datadan Dokumentasi rnempunyai tugas melakukan analisa
pencrbitan berita yang berhubungan dengan Pcmerintah Daerah dengan
media massa dan medistribusikan bahan-bahan pcncrbitan.

Pasal 42

Bagian Umum mcmpunyai tugas menyiapkan bahan pcmbinaan
kctatausahaan Sckrctariat Daerah,' mcnyiapkan pcrlcngkapan dan urusan
rumah tangga, pcrjalanan dinas serta sandi dan tclekomunikasi.

Pasal43

Untuk mcnyclenggarakan tugas scbagairnana dirnaksud pada pada pasal 42,
Bagian Umum mcmpunyai fungsi :
a. Mclakukan urusan ketatausahaan Sckretariai Daerah dan tata usaha

pimpinan;
b. Mclakukan urusan rurnah tangga;
c. Menyiapkan bahan pcmbinaan dan pengelolaan kearsipan;
d. Mclakukan urusan perlengkapan dan pcmeliharaan barang;
c. Melakukan urusan keamanan pcrsonil, matcri dan informasi:
f. Mclakukan urusan sandi dan tclckomunikasi:
g. Malaksanakan tugas lain yang dibcrikan olch Asistcn II scsuai dcngan

tugas dan fungsinya. '
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(1) Bagian Umum tcrdiri alas :
a. Sub Bagian Pcrlcngkapan dan Rurnah Tangga
b. Sub Bagian Tala Usaha Pimpinan
c. Sub Bagian Sandi dan Tclckornunikasi Dacrah.

(2).Sub Bagian-sub bagian scbagairnana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dipimpin olch scorang Kopala Sub Bag ian yang dalarn mclak sanakan
tugasnya bcrada di bawah clan bcrtanggung jawah kcpada Kcpala Bagian
Umurn dan Pcr lcngkupan.

L

Pasal 4S

(J) Sub Bagian Pcrlengkapan dan Rumah tangga mcrnpunyai tugas
rnenyusun program kebutuhan perlcngkapun, pcngclolaan pcrlcngkapan.
mcmbina adrninistrasi pcrlcngkapan, mclakukan pcngadrninistrasian
materil barang bergerak dan tidak bcrgcrak scrta mclakukan
invcntarisasi barang dan urusan rumah tangga;

(2) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mcmpunyai tugas mclakukan tat.a
usaha pimpinan dan tata usaha umum., mcngcndalikan dan mcmbina
kearsipan., melakukan urusan administrasi .

(3) Sub Bagian Sandi dan Tclekornunikasi mcrnbina, rncnu-Iihara, mcncrima,
rnengmrn dan mengamankan iinformasi scrta .rlat sandi dan
telckornunikasi.

Pasal46

Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Dacrah, Asistcn, Kopala Bagian, Kcpala
Sub Bagian pad a Sckrctariat Dacrah ditctapkan dcngan Kcputusan Bupati.

BABIV

KELOMPOK .lABA TAN FUNGS!ONAL

Pasal47

( 1) Bcrdasarkan kcbutuhan, Pcmcrintah Dacrah dapat mcngangkat pejabat
fungsional.

(2) Pcngangkatan scbagaimana dimaksud pada ayat (J) pasal ini, diatur
lebih lanjut dcngan Kcputusan Bupati

BAB V

TATA KER.JA

Pasal48

Dalam mclaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sckrctaris Dacrah,
Asistcn, Kepala Bagian dan Kapala Sub Bagian mcncrapkan prinsip
koordinasi, integrasi , sinkroaisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan
masing-masing rnaupun antar unit organisasi lainya,



BAn VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 49

(I) Sekretaris Daerah diangkat dan dibcrhentikan oJeh Bupati dan Pegawai
Ncgeri Sipil yang memenuhi syarat setclah rnendapat pcrt irnbangan dari
Badan Pcrtirnbangan Jabatan dan Pangkat Kabupatcn dun dikonsultasikan
seeara sccara tcrtulis kcpada G.•ubcrnur.

(2) Berdasarkan hasil konsultasi scbagairnana dirnak sud padu ayat (I) pasal
ini, Bupati mengajukan permintaan pcrsetujuan kcpada Pimpinan DPRD
dari calon pcringkat tertinggi.

(3) Apabila dalarn jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setclah diterirnanya
perrnintaan pcrsetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). tidak ada
jawaban tcrtulis dari Pimpinan DPRD. maka usul Bupati tcrscbut dianggap
disetujui.

(4) Apabila Pirnpinan DPRD mcnolak Calon Sckrctaris Dacrah scbagairnana
dirnaksud pada ayat (2), Bupati rncngajukan calon lain pcringkal
berikutnya dari Pegawai Negcri Sipil yang telah dikonsultasikan dcngan
Gubernur.

PasalSO

!
(I) Asistcn diangkat dan diberhentikan olch Bupati dari Pegawai Negcri Sipil

yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat
pcrtimbangan dari Badan Pertirnbangan Jabatan dan Pangkat Daerah scrta
dikonsultasikan seeara tertulis kepada Gubernur.

(2) Apabila da\am jangka' waktu 30 (tiga puluh) hari sctelah diterimanya
permintaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasaI ini, tidak
ada jawaban tcrtulis dari Gubernur, rnaka usul Bupati tcrscbut dianggap
telah dikonsultasikan.

(3) Kepala Bagian Kcpala Sub' Bagian diangkat dan dibcrhcntikan oleh Bupati
dari Pcgawai Ncgeri Sipi\ yang' memenuhi syarat alas usul Sekretaris
Daerah setelah mendapat pertirnbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan

. dan Pangkat Daerah.
(4) Pcngangkatan dan Pernberhcnt ian Kcpala Sub Bagian scbagaimana

dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dapat dide\egasikan atau dikuasakan
kcpada Pcjabat lain di lingkungannya atas dasar pcndclcgasian wewcnang
atau pcmbcrian kuasa dari Bupati.

PasalS1

Jabatan Fungsional pada Sckretaris Dacrah diangkat dan diberhentikan sesuai
dcngan ketentuan dan peraluran perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
P E M BII A Y A AN

Pasal S2
Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditctapkan Pcraturan
Daerah ini dibebankan kepada Anggran Pcndapatan dan Belanja Daerah.



BAB VIII

KETENTIJA~P[~UT(lP

_Pasa. 53

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Pcraturan Daerah
. ini, scpanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lchih tanju, dengan
Keputusan Ilupati.

Pasal54

Peraturan Daearah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuiny~ memerintahkan -P-engundangan Pcraturan

. Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten
Penajam Paser Utara. I .

Di tetapkan di Penajam
pada tangpl 29 April 2004

BUPATIPENAJAM PASEK UTARA,

Ttd

B. YUSRAN

Diundangtamdi ~
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